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ABSTRACT

This study aims to examine the role and efforts of law enforcement officers in addressing
gambling activities associated with illegal street racing in the jurisdiction of the Darul
Imarah Police Sector. The research focuses on three main aspects: the underlying factors
contributing to the rise of gambling in‘illegal racing, its impact on public security and order,
and the extent to which police efforts have been effective in tackling the issue. A gualitative
method with an empirical juridical approach was employed, involving in-depth interviews
with police personnel and analysis of relevant legal documents. The findings reveal that the
proliferation of'gambling in street racing is driven by economic pressures, social influences,
and access to digital technology. This activity peses significant risks to public safety and
contributes to social unrest. The police have implemented both preventive and repressive
measures as part of law enforcement strategies. However, they continue to face challenges,
particularly due to limited resources and the dynamic nature of the offense. Therefore,
collaboration between law enforcement, communities, and other stakeholders is essential to
ensure a more comprehensive and sustainable solution.

Keywords: Police actions, illegal street racing, gambling, public security, law enforcement

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan upaya aparat kepolisian
dalam menangani praktik perjudian yang terjadi dalam kegiatan balap liar di wilayah hukum
Kepolisian Sektor Darul Imarah. Fokus kajian meliputi tiga aspek utama, yakni: faktor-
faktor yang mendorong maraknya perjudian balap liar, dampaknya terhadap stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat, serta efektivitas langkah-langkah yang telah diambil
oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi fenomena tersebut. Metode penelitian yang
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digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model yuridis empiris, di mana data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian serta studi
dokumentasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya perjudian
balap liar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta
kemudahan akses teknologi. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa,
tetapi juga menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Aparat kepolisian telah melakukan
berbagai tindakan preventif dan represif sebagai bentuk penegakan hukum. Namun
demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan pola
pelanggaran yang terus berubah. Oleh karena itu, sinergi antara penegak hukum, masyarakat,
dan pemangku kepentingan lainnya menjadi. kunci dalam upaya pemberantasan secara
berkelanjutan.

Kata kunci: Tindakan kepolisian, perjudian balap liar, keamanan masyarakat, penegakan
hukum

A. Pendahuluan

Perjudian balap liar merupakan salah satu hentuk pelanggaran hukum dan norma
sosial yang cukup memprihatinkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di-Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan
jiwa pelaku dan pengguna jalan lainnya; tetapi juga menciptakan keresahan sosial di tengah
masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan ini jelas bertentangan dengan hukum positif Indonesia
dan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar'kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam Kamus Besar Bahasa dndonesia (KBBI), perjudian diartikan sebagai
pertarunan dengan memakai uang atau barang berharga berdasarkan hasil suatu permainan,
seperti dadu, Kartu, dan sebagainya, yang pada umumnya bergantung pada nasib atau
untung-untungan.! Sementara dalam Kamus Hukum, perjudian adalah suatu perbuatan
mempertaruhkan sesuatu (biasanya uang) padasuatu-peristiwa atau permainan yang hasilnya
bergantung pada faktor kebetulan atau keberuntungan, dengan harapan memperoleh
keuntungan.?

Dalam konteks hukum nasional, Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa siapa pun
yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada
umum, atau turut serta dalam kegiatan perjudian, dapat dikenai hukuman pidana. Hal ini
ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,
yang menyatakan bahwa segala bentuk perjudian dilarang di seluruh wilayah Indonesia.®

Dari perspektif Islam, perjudian atau maisir jelas dilarang secara tegas dalam Al-
Qur’an. Allah SWT berfirman:

1 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id

2 R. Subekti. (1999). Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
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"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (maisir),
(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS.
Al-Ma’idah: 90)*

Balap liar yang dikombinasikan dengan perjudian menciptakan kompleksitas
masalah yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan keamanan, tetapi juga pada
ketertiban umum dan moralitas masyarakat. Balap liar sering dilakukan di jalan umum tanpa
izin, yang dapat mengganggu lalu lintas dan.membahayakan nyawa pengguna jalan lainnya.
Tindakan ini juga melanggar Pasal 63-Ayat (1) WUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan, yang menyebutkan bahwa penggunaan jalan. tidak sesuai fungsinya dapat
dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda
paling banyak Rp1.500:000.000,00.°

Sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki
peran penting dalam menangani permasalahan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.® Dalam hal ini, Polsek Darul
Imarah dituntut untuk menerapkan strategi yang efektif dan menyeluruh dalam memberantas
perjudian balap liar.

Dari sudut pandang hukum pidana‘islam; tindakan kepolisian dalam menanggulangi
perjudian balap liar dapat dipahami melalui kensep-konsep berikut adalah hisbah yang
merupakan pengawasan sosial dalam Islam. Kepolisian dapat berperan sebagai lembaga
hisbah yang mencegah kemunkaran, seperti perjudian dan balap liar. Selanjutnya adalah
ta’zir, dalam kasus pelanggaran yang, tidak memiliki sanksi hudud atauqishash, ta’zir
digunakan. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman yang mendidik dan menimbulkan
efek jera. Sadduz Dzara’i (menutup jalan menuju kerusakan), prinsip ini digunakan untuk
mencegah potensi kerusakan yang lebih'besar. Polisi dapat melakukan tindakan preventif
seperti penyitaan kendaraan dan penangkapan pelaku.

Sebagai contoh nyata, pada tanggal 26 Januari 2023, Polsek Darul Imarah berhasil
mengamankan tujuh remaja yang terlibat dalam balap liar. Tidak berselang lama, pada 31
Januari 2023, tujuh remaja lainnya kembali diamankan saat melakukan balap liar di Jalan
Soekarno Hatta dan Jalan T. Muhammad Hasan. Fakta ini menunjukkan bahwa
permasalahan tersebut masih berlangsung dan membutuhkan penanganan serius serta
berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

4 Al-Qur’an, Surah Al-Ma’idah: Ayat 90.
> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 63 Ayat (1).
6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian balap liar di Kecamatan
Darul Imarah?

2. Bagaimana dampak perjudian balap liar terhadap keamanan dan Kketertiban
masyarakat di wilayah tersebut?

3. Sejauh mana efektivitas penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Darul Imarah
dalam memberantas perjudian balap liar?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian tentang tindakan aparat kepolisian
dalam menanggulangi perjudian balap liar diwilayah hukum Polsek Darul Imarah adalah
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dipilih karena
permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, tetapi
juga menyangkut realitas/sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan kualitatif
memungkinkan penelitiuntuk menggali data secara mendalam melalui wawancara langsung
dengan aparat kepolisian, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, sehingga dapat diperoleh
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena perjudian balap liar.

Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini berupaya mengkaji
hukum-tidak hanya sebagai aturan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan, tetapi juga dalam implementasinya di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti
dapat menilai sejauh mana ketentuan hukum tentang perjudian dan balap liar (KUHP, UU
Lalu Lintas, dan Qanun Jinayat Aceh) diterapkan oleh aparat kepolisian, serta
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini
juga memadukan studi kepustakaan berupa analisis dokumen hukum dengan data empiris
hasil observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan personel
Polsek Darul Imarah, observasi lapangan di lokasi«rawan balap liar, serta dokumentasi dari
laporan resmi kepolisian dan ganun-terkait.-Data primer diperoleh langsung dari hasil
wawancara dan pengamatan, sedangkan data sekunder-diperoleh dari literatur hukum, jurnal,
peraturan perundang-undangan, dan-faporan resmi‘instansi. Analisis data dilakukan secara
deskriptif analitis. dengan cara mereduksi data, mengklasifikasikannya sesuai tema
penelitian, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara teori hukum
dengan praktek penegakan hukum di lapangan.

C. Konsep Perjudian Di Indonesia
1. Pengertian Maisir Dalam Hukum Islam
Perjudian dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah "maisir" ()
yang secara etimologi berasal dari kata "yasar" () yang berarti mudah.” Terminologi ini
mengacu pada cara memperoleh harta dengan mudah tanpa melalui usaha yang sebenarnya.
Secara terminologi, para ulama mendefinisikan maisir sebagai setiap bentuk permainan yang

7 1bn Manzhur, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), Juz 5, him. 201.
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mengandung unsur taruhan dengan konsekuensi ada pihak yang memperoleh keuntungan
dan ada pihak yang mengalami kerugian.®
Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab memberikan definisi
komprehensif tentang maisir dengan menyatakan:
Seda 548 el G e 4 I K
"Setiap permainan yang di dalamnya terdapat imbalan dari kedua belah pihak, maka itu
adalah maisir."®

Definisi ini menunjukkan bahwa unsur fundamental dalam maisir adalah adanya
pertaruhan dari kedua belah pihak yang terlibat, di mana satu pihak akan memperoleh
keuntungan sementara pihak lain akan mengalami kerugian. Sementara itu, Imam Al-
Qurtubi dalam tafsirnya memberikan definisi yang-lebih luas dengan menyatakan:

"Maisir adalah segala sesuatu yang dijadikan objek perjudian."

Kedua definisiini memberikan gambaran yang jelas bahwa.maisir mencakup seluruh
bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, termasuk di dalamnya perjudian balap
liar yang menjadi fokus kajian ini. Dasar hukum pengharaman perjudian dalam islam dari
dalil dari Al<Quran. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Bagarah ayat 219 yang menjadi
landasan awal pengharaman perjudian:

Uagadl Gro 581ga) 5 Gl adling 8 &) Lagd OB il yadldl o alifleg

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya."!

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa meskipun perjudian mengandung beberapa
manfaat, namun mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah SWT
mempertegas pengharaman tersebut dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menjadi nash
definitif tentang pengharaman perjudian:

a8iad & 5816 LR Jamrisalgs @bt Eaitls Sudalls 5380 il @i g
e A K5 e ALy sty sl aelmidlle S ol i 8 4 0 G 3, ) ALK
& 545 ) g8 33l

"Hai orang-orang Yyang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji
yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari shalat; maka berhentilah kamu (dari

8 Muhammad al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 4, him.

e ° Al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 9, him. 218.
10 Al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Quran, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz 2, him.
2% 11 Al-Quran, Surah al-Bagarah (2): 219.
|| Submitted: | Accepted: || Published:
https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index



https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Title (3-5 word)
Author

mengerjakan pekerjaan itu)."!? Ayat ini tidak hanya mengharamkan perjudian, tetapi juga
menjelaskan hikmah di balik pengharaman tersebut, yaitu untuk mencegah terjadinya
permusuhan dan kebencian dalam masyarakat serta untuk menjaga kemurnian ibadah kepada
Allah SWT.

Hikmah pengharaman perjudian dalam Islam adalah aspek sosial, dari aspek sosial,
perjudian memiliki dampak yang sangat merusak terhadap tatanan kemasyarakatan.
Pertama, perjudian berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara anggota
masyarakat karena adanya pihak yang menang dan kalah. Kondisi ini dapat merusak
hubungan sosial yang harmonis dan menciptakan konflik berkepanjangan dalam
masyarakat®. Kedua, aktivitas perjudian dapat.mengikis nilai-nilai solidaritas sosial karena
setiap individu cenderung mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak
terhadap orang lain. Hal ini~bertentangan dengan prinsip. Islam yang mengutamakan
kepentingan bersama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Selanjutnya adalah aspek
ekonomi. Dari segi.ekonemi, perjudian memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi
individu maupun‘masyarakat secara keseluruhan. Pertama, perjudian mendorong seseorang
untuk membelanjakan hartanya secara tidak produktif dan berpotensi menimbulkan kerugian
finansial yang signifikan'®.

Kedua, kebiasaan berjudi dapat menyebabkan seseorang mengabaikan kebutuhan
ekonomi keluarga dan berpotensi menimbulkan kemiskinan. Hal ini bertentangan dengan
prinsip Islam yang menganjurkan pengelolaan harta secara bijaksana dan produktif. Ketiga
adalah aspek spiritual, dari aspek spiritual, perjudian memiliki dampak yang sangat
berbahaya terhadap hubungan seorang hamba dengan Allah SWT. Pertama, sebagaimana
disebutkan dalam Al-Quran, perjudian dapat menghalangi'seseorang dari mengingat Allah
SWT dan menunaikan kewajiban.ibadah*2. Kedua, keasyikan berjudi dapat menyebabkan
seseorang melalaikan kewajibanshalat sebagai rukun/slam'yang fundamental. Hal ini dapat
menyebabkan kemerosotan spiritual dan menjauhkan‘seseorang dari petunjuk Allah SWT.

2. Perjudian dalam Hukum Positif Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan tentang perjudian diatur secara
komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mengalami
beberapa perubahan dan penyempurnaan.. Pengertian perjudian dalam KUHP dapat
dipahami melalui interpretasi gramatikal dan sistematis dari pasal-pasal yang mengatur
tentang tindak pidana perjudian.t3

Pasal 303 ayat (1) KUHP dengan tegas menyatakan: "Diancam dengan pidana
penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta
rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan
kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja
turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi

2 Al-Quran, Surah al-Maidah (5): 90-91.
13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303.
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kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta
dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada
permainan judi sebagai pencarian”.'*

Pasal 303 ayat (2) KUHP juga mengatur bahwa: "Kalau yang bersalah melakukan
kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk
menjalankan pencarian itu".*> Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya ancaman
pidana pokok yang dikenakan, tetapi juga sanksi administratif berupa pencabutan hak untuk
menjalankan usaha.*®

Ruang lingkup pasal ini mencakup berbagai bentuk perjudian, baik yang dilakukan
secara konvensional maupun modern~dengan menggunakan teknologi. Menurut Andi
Hamzah, perjudian dalam KUHP diartikan sebagai “tiap-tiap permainan yang pada
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena
pemainnya lebih terlativatau lebih mahir".’

Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas praktik perjudian
yang dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat. Ancaman pidana yang relatif berat
ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegahan kepada
masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Sebagaimana dikemukakan oleh
Moeljatno, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga
untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Khusus untuk fenomena:balapan liar, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan  pengaturan yang spesifik dan
komprehensif. Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009.menyatakan bahwa: "Setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.wajib-mengemudikan kendaraannya dengan
wajar dan penuh konsentrasi“2t. Ketentuan ini menjadi dasar larangan bagi aktivitas balapan
liar yang tidak sesuai dengan prinsip berkendara yang wajar.

Lebih lanjut, Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 secara khusus mengatur tentang
balapan liar dengan menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang ditetapkan oleh kepolisian
atau menggunakan surat tanda nomor kendaraan yang tidak sah di jalan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah)"2. Namun, untuk balapan liar yang dilakukan secara berkelompok dan
mengganggu ketertiban umum, ancaman pidananya lebih berat yaitu pidana penjara
maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,
2015), him. 178.

15 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), him. 156.

16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297.

7 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), him. 87.

|| Submitted: | Accepted: || Published:

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index



https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Title (3-5 word)
Author

Balapan liar dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat membahayakan
keselamatan umum dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Menurut Dellyana Shant, balapan
liar merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dapat menimbulkan
bahaya bagi keselamatan jiwa dan harta benda. Pengaturan ini menjadi semakin relevan
ketika balapan liar dikombinasikan dengan aktivitas perjudian, karena hal tersebut tidak
hanya melanggar ketentuan tentang lalu lintas tetapi juga ketentuan tentang perjudian
sebagaimana diatur dalam KUHP?*,

c¢. Qanun Aceh tentang Maisir dan Ketertiban Masyarakat

1). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki pengaturan khusus
tentang maisir dalam Qanun-Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1
angka 23 Qanun ini mendefinisikan maisir sebagai: "Perbuatan yang mengandung unsur
taruhan dan/atau unsursuntung-untungan yang dilakukan antara.2-(dua) pihak atau lebih
disertai kesepakatan bahwa yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari
yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung".*®

Pasal 15 ayat (1) Qanun ini menyatakan: “Setiap orang dilarang dengan sengaja
melakukan jarimah maisir”. Sementara itu, Pasal 16 mengatur tentang ancaman sanksi
dengan menyatakan: "Setiap orang yang melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) diancam dengan ‘uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas)
kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling
lama 12 (dua belas) bulan".

Pasal 17 juga mengatur. tentanggpercobaan dan pembantuan dengan menyatakan:
"Setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan jarimah maisir
diancam dengan ‘uqubat ta'zir paling banyak 1/2 (satu per dua) dari ‘uqubat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16".

2). Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun' 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam juga
memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemberantasan perjudian. Pasal 5 ayat (2)
menyatakan: "Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan maisir (judi)
dalam segala bentuk dan jenisnya'*°. Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan perjudian
dalam syariat Islam mencakup segala bentuk dan jenisnya, termasuk perjudian yang
dilakukan dalam konteks balapan liar.

3). Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
Bidang Aqgidah, Ibadah, dan Syiar Islam

Qanun ini memberikan pengaturan yang lebih spesifik tentang larangan perjudian
dalam konteks syariat Islam. Pasal 22 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang atau badan hukum
dilarang melakukan perbuatan maisir (judi) dalam segala bentuk dan jenisnya di Aceh".

18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum lJinayat, Pasal 15-17.
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Pasal 22 ayat (2) menambahkan: "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk semua tempat baik terbuka maupun tertutup”.

4). Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang perjudian, Qanun ini relevan
dalam konteks pemberantasan maksiat secara umum. Pasal 4 menyatakan: "Setiap orang
dilarang melakukan khalwat (mesum)"**. Ketentuan ini menunjukkan komitmen Aceh untuk
memberantas berbagai bentuk kemaksiatan, termasuk perjudian yang sering kali berkaitan
dengan aktivitas maksiat lainnya.

5). Qanun Aceh Nomor 12-Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan
Sejenisnya

Qanun ini juga relevan karena dalam Al-Quran, khamar dan maisir disebutkan
bersamaan sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 5 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang atau
badan hukum dilarang memproduksi, menjual, mengedarkan, mengangkut, menyimpan,
menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, dan meminum khamar dan sejenisnya'®.
Keterkaitan-antara khamar dan maisir dalam syariat Islam menunjukkan bahwa keduanya
merupakan perbuatan yang dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.

Keberadaan ganun-ganun ini menunjukkan implementasi syariat Islam dalam sistem
hukum positif Indonesia, khususnya di Aceh. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat
untuk memberantas praktik perjudian berdasarkan nilai-nilai Islam yang dianut oleh
masyarakat Aceh®®. Sebagaimana dikemukakan eleh Alyasa' Abu Bakar, penerapan syariat
Islam di' Aceh merupakan bentuk otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat
untuk mewujudkan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

D. Tindakan Aparat Kepolisian Sektor Darul Imarah Dalam Penanggulangan
Perjudian Balap Liar
1. Gambaran Umum Polsek Darul Tmarah

Polsek Darul Imarah merupakan-satah satu ‘kepolisian sektor yang berada di bawah
naungan Polres Aceh Besar dan memiliki wilayah hukum yang mencakup Kecamatan Darul
Imarah. Secara geografis, wilayah ini berada di bagian utara Kabupaten Aceh Besar dan
berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh, sehingga menjadi daerah strategis yang
dilalui jalur utama lintas provinsi. Kepadatan penduduknya cukup tinggi karena banyaknya
kawasan perumahan, pusat perdagangan, dan fasilitas umum.

Fungsi Polsek Darul Imarah tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga
mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelayanan
kepada masyarakat, serta perlindungan dan pengayoman. Struktur organisasi Polsek terdiri
dari Kapolsek, Wakapolsek, Unit Reserse Kriminal, Unit Intelkam, Unit Binmas, Unit
Sabhara, dan Unit lainnya yang mendukung operasional lapangan. Wilayah hukum Polsek
Darul Imarah memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Selain potensi gangguan
keamanan seperti pencurian, tawuran remaja, dan penyalahgunaan narkotika, salah satu
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persoalan menonjol adalah perjudian dalam bentuk balap liar. Fenomena ini kerap muncul
pada malam hari atau akhir pekan di jalan-jalan tertentu, terutama yang memiliki jalur lurus
dan minim penerangan. Secara organisasi, Polsek Darul Imarah dipimpin oleh seorang
Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang membawahi beberapa unit, antara lain Unit
Reserse Kriminal (Reskrim), Unit Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Unit Pembinaan
Masyarakat (Binmas), Unit Samapta atau Sabhara, serta Unit Lalu Lintas. Masing-masing
unit memiliki peran spesifik, mulai dari pengumpulan informasi, penegakan hukum,
pengaturan lalu lintas, hingga pembinaan masyarakat.®

Karakteristik masyarakat di Kecamatan Darul Imarah cukup beragam. Sebagian
besar penduduknya adalah pekerja sektor formal di Kota Banda Aceh, namun juga terdapat
pelaku usaha perdagangan, industri rumah tangga;.dan mahasiswa yang tinggal di rumah
kos. Kepadatan penduduk yang tinggi, ditambah tingginya mobilitas, membuat wilayah ini
memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya adalah
perjudian balap liar:?> Fenomena balap liar di wilayah hukum Polsek Darul Imarah kerap
terjadi di ruas-ruas jalan tertentu yang memiliki jalur lurus dan minim penerangan, misalnya
di sekitar kawasan perbatasan gampong dan jalan yang jarang dilalui kendaraan malam hari.
Balap liar ini biasanya melibatkan anak muda, baik warga setempat maupun dari luar daerah,
dan sering kali disertai unsur taruhan uang sehingga masuk kategori maisir yang dilarang
dalam Qanun Jinayat Aceh.?

2. Upaya Kepolisian Sektor Darul Imarah dalam Penanggulangan Perjudian

Balap Liar

Perjudian dalam bentuk balap liar di wilayah hukum Polsek Darul Imarah tidak
hanya melanggar ketentuan hukum positif nasional, seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tentang perjudian dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga bertentangan dengan Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum-Jinayat yang secara tegas mengatur larangan maisir.?2
Oleh karena ‘itu, aparat Polsek Darul Imarah menempuh strategi penanggulangan yang
bersifat menyeluruh, dimulai dari pencegahan;” penindakan, hingga pembinaan pasca-
penindakan.

Langkah pencegahan dilakukan melalui patroli rutin di titik-titik rawan balap liar,
khususnya pada malam akhir pekan atau saat libur panjang. Patroli ini melibatkan personel
Unit Sabhara dan Unit Lantas untuk memastikan bahwa lokasi-lokasi strategis dapat
dipantau secara berkala. Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi hukum juga menjadi bagian
penting dari upaya preventif, di mana aparat kepolisian memberikan edukasi kepada

19 pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Profil Kabupaten Aceh Besar, Aceh Besar: Bappeda Aceh
Besar, 2023.

20 Data Monografi Kecamatan Darul Imarah, Monografi Kecamatan 2023, Aceh Besar: Kantor
Camat Darul Imarah, 2023.

2L Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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masyarakat, khususnya remaja dan pemilik kendaraan bermotor, mengenai bahaya balap liar
serta konsekuensi hukum yang akan diterima jika terlibat. Penyuluhan ini sering dilakukan
di sekolah-sekolah, meunasah, serta forum pertemuan gampong dengan melibatkan tokoh
masyarakat dan perangkat desa.?®

Selanjutnya, aparat juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan memantau
aktivitas media sosial yang kerap digunakan oleh komunitas balap liar untuk mengatur
jadwal dan lokasi kegiatan. Informasi yang diperoleh dari pemantauan ini kemudian menjadi
dasar untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya balapan. Tidak jarang, pihak kepolisian
berkoordinasi langsung dengan keuchik dan perangkat gampong untuk memberikan
peringatan dini kepada pemuda yang terindikasi akan mengikuti kegiatan tersebut. Apabila
pencegahan tidak berhasil, Polsek Darul Imarah melakukan tindakan represif. Penindakan
biasanya dilakukan melalui razia mendadak di lokasi balap-liar. Saat operasi berlangsung,
pelaku yang tertangkap akan diamankan bersama barang bukti berupa kendaraan bermotor
yang digunakan dalam balapan, khususnya yang telah dimodifikasi-Proses hukum kemudian
dijalankan sesuai‘peraturan yang berlaku, baik berdasarkan KUHP, UU Lalu Lintas, maupun
Qanun Jinayat. Untuk pelaku yang masih berstatus di bawah umur,. penanganannya
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak,
termasuk” upaya diversi. Dalam penindakan yang terkait aspek perjudian, Polsek Darul
Imarah juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol
PP—WH) agar sanksi sesuai Qanun.Jinayat dapat diterapkan secara tepat.?*

Pasca-penindakan, pembinaan terhadap pelaku menjadi langkah penting untuk

mencegah terulangnya kasus serupa. Bagi pelaku“yang /masih berstatus pelajar atau
mahasiswa, pihak kepolisian melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak
sekolah, arang tua, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman
dan motivasi agar pelaku tidak. lagi terjerumus ke dalam perilaku negatif. Upaya ini
dipandang penting karena hukuman saja tidak cukup tanpa adanya proses pembinaan yang
membentuk' kesadaran hukum. Dengan perpaduan: antara pencegahan, penindakan, dan
pembinaan, Polsek Darul Imarah™ berupaya menekan angka perjudian balap liar di
wilayahnya. Namun demikian, tantangan tetap-ada mengingat kegiatan ini sering berpindah
lokasi dan melibatkan pelaku dari luar wilayah hukum setempat. Situasi ini menuntut
kepolisian untuk terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk
masyarakat, pemerintah  gampong, dan ' lembaga penegak hukum lainnya, agar
penanggulangan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.?

23 Hasil Wawancara dengan Rahmat Irawan S.H , Personel Unit Intelkam Polsek Darul Imarah, 12
Agustus 2025.

24 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hishah, Laporan Penegakan Qanun Maisir Tahun
2024, Banda Aceh: Satpol PP-WH Provinsi Aceh, 2024.

%5 Wawancara dengan hamid di Lampenerut, 8-9 Agustus 2025.
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E. Faktor Penyebab Perjudian Balap Liar Di Wilayah Kepolisian Sektor Darul Imarah

Fenomena perjudian balap liar di wilayah hukum Polsek Darul Imarah muncul dari
berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini meliputi aspek ekonomi, pergaulan,
keluarga, lingkungan sosial, minimnya fasilitas, perkembangan teknologi, hingga lemahnya
penegakan hukum. Berikut penjelasan lebih rinci:®

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab utama maraknya perjudian balap liar adalah kondisi ekonomi
pelaku. Banyak remaja dan pemuda di wilayah tersebut yang tidak memiliki pekerjaan tetap
atau penghasilan memadai. Keadaan.ini membuat mereka mencari cara instan untuk
memperoleh uang, salah satunya melalui taruhan balap liar. Perjudian dianggap sebagai jalan
pintas untuk mendapatkan'keuntungan dengan cepat, meskipun resikonya besar dan dapat
membahayakan keselamatan diri maupun orang lain. Selain itu;. adanya ketimpangan
ekonomi dalam/ masyarakat menimbulkan = dorongan untuk “mengejar gengsi” dan
menunjukkan status sosial melalui taruhan. Dengan kata lain, faktor ekonomi tidak hanya
mendorong pelaku untuk berjudi, tetapi juga memengaruhi motivasi mereka untuk terus
terlibat.dalam aktivitas ini.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadikan perjudian balap liar tampak sebagai
alternatif bagi sebagian remaja untuk mencari keuntungan dengan cepat. Bagi mereka yang
tidak memiliki pekerjaan tetap, taruhan dalam balap liar dianggap sebagai peluang instan
untuk memperoleh uang tanpa perlu usaha yang berarti. Padahal, hasil yang diperoleh dari
perjudian bersifat semu karena tidak dapat menjamin keberlanjutan finansial. Keadaan ini
menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman remaja terhadap cara memperoleh rezeki
yang sah dan berkah sesuai tuntunan agama maupun norma sosial.?’

Selain itu, faktor ekonomi juga berhubungan'dengan ketimpangan sosial yang terlihat
dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak muda yang berasal dari keluarga dengan kondisi
ekonomi menengah ke bawah sering kali merasa teriekan oleh gaya hidup mewah teman
sebayanya. Untuk menunjukkan eksistensidiri; mereka berusaha mengikuti pola konsumtif
yang tidak sesuai-dengan kemampuan ekonomi keluarga. Taruhan dalam balap liar pun
muncul sebagai salah satu cara untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing secara
sosial, walaupun cara tersebut bertentangan dengan hukum.

Tidak hanya itu, dorongan ekonomi dalam perjudian balap liar kerap berujung pada
beban sosial baru. Ketika remaja mengalami kekalahan dalam taruhan, mereka tidak jarang
menggunakan uang keluarga tanpa sepengetahuan orang tua. Hal ini menimbulkan masalah
baru berupa konflik internal keluarga serta potensi tindak kriminal ringan, seperti pencurian
di lingkungan rumah. Artinya, faktor ekonomi tidak hanya memengaruhi motivasi awal

% Hasil Wawancara dengan Rahmat Irawan S.H , Personel Unit Intelkam Polsek Darul Imarah, 12
Agustus 2025.
27 1bid
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keterlibatan, tetapi juga menimbulkan dampak lanjutan yang mengganggu stabilitas rumah
tangga dan ketertiban sosial.

2. Faktor Pergaulan dan Pengaruh Teman Sebaya

Lingkungan pergaulan berperan besar dalam membentuk perilaku remaja. Banyak
pelaku balap liar mengaku terlibat karena ajakan teman sebaya. Rasa solidaritas kelompok,
keinginan untuk diterima dalam komunitas, dan budaya gengsi mendorong mereka untuk
ikut serta. Dalam praktiknya, balap liar dipandang bukan sekadar hiburan, tetapi sebagai
ajang pembuktian diri, keberanian, dan keterampilan mengendarai sepeda motor. Lingkaran
pergaulan yang terbiasa dengan aktivitas berjudi juga semakin memperkuat keterlibatan
individu. Ketika lingkungan sosial remaja memandang balap liar sebagai sesuatu yang keren
atau wajar, maka kemungkinan mereka-untuk ikutterjerumus akan semakin besar.

Pergaulan remaja memiliki peranan besar dalam membentuk kebiasaan dan gaya
hidup. Dalam konteks balap liar, pergaulan kelompok sering dijadikan sarana untuk
menunjukkan solidaritas:Remaja yang enggan ikut serta sering kali-dicap penakut atau tidak
mampu membuktikan diri, sehingga dorongan psikologis untuk diterima membuat mereka
terlibat dalam perjudian. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh teman sebaya dapat lebih
kuat daripada nasihat keluarga atau aturan hukum.?®

Selain itu, pengaruh pergaulan juga melahirkan budaya gengsi di kalangan anak
muda. Balap liar dianggap sebagai ajang unjuk keterampilan, dan kemenangan dalam
taruhan menambah kebanggaan kelompok. Kondisi ini menciptakan siklus sosial yang sulit
diputus karena setiap anggota komunitas merasa memiliki kewajiban untuk
mempertahankan status kelompok melalui taruhan. "Keterlibatan individu pada akhirnya
tidak lagi didasari oleh kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh rasa kebersamaan yang
salah arah.

Peran media sosial memperkuat pengaruh teman sebaya dalam memperluas
lingkaran pergaulan. Remaja yang awalnya tidak berminat pun dapat terpengaruh setelah
melihat tayangan video balap liar yang. diunggah oleh kelompoknya. Fenomena ini
memperlihatkan bagaimana budaya gengsi dan eksistensi semakin menular secara digital.
Balap liar tidak hanya menjadi aktivitas-lapangan, tetapi juga simbol identitas kelompok di
ruang maya. Dengan demikian, pengaruh teman sebaya telah berkembang menjadi fenomena
sosial yang kompleks, melibatkan interaksi langsung maupun interaksi daring.

3. Faktor Keluarga dan Lemahnya Pengawasan

Keluarga seharusnya menjadi benteng utama dalam mencegah anak terjerumus pada
perilaku negatif. Namun, kenyataannya, banyak orang tua di wilayah Darul Imarah yang
sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan aktivitas anak-anak mereka. Minimnya
komunikasi dalam keluarga membuat remaja mencari pelarian dengan bergaul di luar rumah,
yang kemudian membuka peluang untuk terlibat dalam balap liar. Kurangnya pengawasan
ini diperparah dengan lemahnya ketegasan orang tua dalam menegur atau melarang anak.
Beberapa orang tua bahkan tidak mengetahui bahwa anak mereka ikut serta dalam perjudian

28 |bid
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balap liar. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya fungsi kontrol keluarga turut menjadi
faktor penting yang mendorong suburnya fenomena ini. Fungsi keluarga sebagai lembaga
pendidikan pertama seharusnya mampu membentengi anak dari perilaku menyimpang.
Namun, pada kenyataannya, kesibukan orang tua membuat kontrol terhadap aktivitas anak
menjadi lemah. Ketika komunikasi keluarga tidak berjalan efektif, anak lebih banyak
mencari kenyamanan di luar rumah, termasuk dengan kelompok sebaya yang justru
berpotensi menjerumuskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan
keluarga membuka ruang besar bagi remaja untuk terlibat dalam aktivitas berisiko seperti
balap liar.

Selain itu, pola asuh yang tidak konsisten turut memperburuk situasi. Sebagian orang
tua bersikap terlalu permisif terhadap kebiasaan anak, bahkan ketika anak mulai
menunjukkan tanda-tanda terlibat dalam balap liar. Ada pulaerang tua yang bersikap otoriter
tanpa memberikan ruang dialog, sehingga anak memilih mencari pelarian di luar rumah.
Kedua pola asuh yang ekstrem ini sama-sama berpotensi melahirkan remaja yang sulit
dikendalikan dan‘mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif.?°

Lebih gauh, lemahnya pengawasan keluarga juga tercermin .dari minimnya
penanaman_nilai agama dan moral sejak dini. Remaja yang tidak mendapatkan bimbingan
spiritual-cenderung tidak memiliki filter yang kuat terhadap pengaruh luar. Ketika mereka
dihadapkan pada ajakan perjudian balap liar, mereka akan mudah terpengaruh karena tidak
memiliki landasan nilai yang kokoh. Hal ini membuktikan bahwa faktor keluarga bukan
hanya soal pengawasan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan moral
dan spiritual yang ditanamkan kepada anak-anak.

4. Faktor Lingkungan Sesial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruhyang besar dalam menumbuhkan
atau meredam fenomena perjudian balap liar. Pada kenyataannya, sebagian masyarakat di
Kecamatan ‘Darul Imarah cenderung- bersikap permisif terhadap aktivitas ini. Ada yang
menganggap balap liar hanya sebagat hiburan biasa, tanpa menyadari dampak hukum dan
sosialnya. Sikap permisif tersebut membuat para‘pelaku merasa aman karena aktivitas
mereka tidak ditanggapi dengan serius oleh masyarakat sekitar.

Selain itu, budaya masyarakat yang masih melihat balapan motor sebagai bentuk
hiburan menormalisasi praktik tersebut di kalangan remaja. Ajang balap dianggap sebagai
tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan pemuda, sehingga sulit dipisahkan dari kegiatan
sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, perjudian yang menyertai balap liar pun diterima
begitu saja sebagai bagian dari “budaya anak muda.” Akibatnya, pengaruh budaya yang
salah arah ini membuat perjudian balap liar semakin sulit diberantas.*

Tidak jarang pula masyarakat enggan melapor kepada aparat kepolisian karena takut
dianggap ikut campur atau bahkan terlibat masalah dengan kelompok pelaku. Hal ini
menimbulkan sikap apatis di lingkungan sosial yang justru memberi ruang bagi pelaku untuk

29 |bid
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terus melakukan aktivitas mereka. Jika kondisi ini dibiarkan, maka masyarakat tidak hanya
menjadi korban keresahan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari faktor yang memperkuat
keberlangsungan perjudian balap liar.

Dengan demikian, faktor sosial dan budaya berfungsi sebagai lahan subur yang
mendukung tumbuhnya fenomena perjudian balap liar. Selama masih ada sikap permisif,
rasa takut, atau bahkan penerimaan budaya terhadap fenomena ini, maka upaya kepolisian
dan pemerintah akan selalu menghadapi tantangan yang berat.

5. Minimnya Fasilitas Rekreasi dan Penyaluran Hobi

Remaja dan pemuda pada dasarnya memiliki energi serta minat besar terhadap dunia
otomotif. Namun, kurangnya fasilitas-=resmi untuk menyalurkan hobi tersebut menjadi
penyebab utama mengapa mereka memilih jalur ilegal berupa balap liar. Ketiadaan sirkuit
atau arena balap yang legal memaksa mereka menjadikan jalan umum sebagai arena
perlombaan. Hal inistidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi.juga membuka ruang
terjadinya praktik perjudian.

Minimnya wadah resmi juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal
menyediakan sarana rekreasi bagl generasi muda. Padahal, jika tersedia fasilitas yang
memadai, antusiasme pemuda dapat diarahkan pada kegiatan positif seperti lomba balap
legal atau komunitas otomotif resmi. Dengan demikian, absennya fasilitas bukan sekadar
masalah ‘teknis, melainkan juga persoalan kebijakan publik yang belum berpihak pada
pembinaan generasi muda.

Selain itu, ketidakadaan fasilitas rekreasi yang sehat membuat sebagian remaja
menjadikan perjudian balap liar sebagai ajang, pelarian dari rasa bosan. Fenomena ini
mencerminkan kebutuhan psikologis remaja untuk memperoleh hiburan, pengakuan, dan
kepuasan diri._Namun, karena wadah yang tersedia tidak memadai, kebutuhan tersebut
dialinkan pada aktivitas yang berisiko dan melanggar hukum.

Lebih jauh, ketiadaan fasilitas juga berdampak pada citra sosial pemuda. Mereka
yang seharusnya mampu mengembangkan bakat otomotif secara profesional akhirnya
terjebak dalam stigma negatif karena tertibat dalam aktivitas ilegal. Hal ini menjadi kerugian
ganda, baik bagi individu yang kehilangan kesempatan berkembang secara positif, maupun
bagi masyarakat yang harus menanggung dampak negatif perjudian balap liar.%

6. Faktor Teknologi dan Media Sosial

Perkembangan teknologi komunikasi juga berperan dalam maraknya perjudian balap
liar. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram sering digunakan untuk
mengatur jadwal balapan, menentukan lokasi, hingga mengoordinasikan besaran taruhan.
Koordinasi ini dapat dilakukan secara cepat, luas, dan tersembunyi, sehingga menyulitkan
aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan. Selain itu, banyak pelaku yang
mengunggah video balap liar ke media sosial untuk mencari pengakuan atau popularitas. Hal
ini justru menambah daya tarik bagi remaja lain untuk ikut serta.
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7. Faktor Hukum dan Penegakan

Terakhir, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang berkontribusi.
Kegiatan balap liar sering dilakukan secara sporadis dan berpindah-pindah, sehingga sulit
diawasi aparat secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan jumlah personel kepolisian
membuat patroli tidak bisa menjangkau semua lokasi rawan balap liar. Hukuman yang
dijatuhkan pun terkadang tidak cukup memberikan efek jera, sehingga banyak pelaku yang
kembali mengulangi perbuatannya setelah dibebaskan. Situasi ini membuat para pelaku
merasa tidak takut atau tidak khawatir terhadap sanksi hukum. Oleh karena itu, kelemahan
dalam penegakan hukum turut memperkuat keberlangsungan praktik perjudian balap liar.

Di sisi lain, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku terkadang belum cukup
menimbulkan efek jera. Banyak pelaku yang setelah ditangkap kembali mengulangi
perbuatannya karena hukuman yang dijatuhkan relatif ringan atau pelaksanaan hukuman
kurang konsisten. Kondisi/ini menimbulkan persepsi di kalangan remaja bahwa risiko yang
mereka hadapi tidak-sebanding dengan keuntungan yang bisa didapat.dari perjudian.

Faktor hukum juga dipengaruhi oleh keterbatasan koordinasi antar lembaga. Dalam
kasus perjudian, keterlibatan aparat kepolisian seharusnya dibarengi dengan peran Satuan
Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar penerapan Qanun Jinayat berjalan maksimal.
Namun;-lemahnya sinergi antar instansi sering kali membuat upaya penegakan hukum
menjadi parsial dan tidak berkelanjutan.*2

Dengan demikian, lemahnya penegakan hukum tidak hanya menjadi kendala teknis,
tetapi juga menjadi faktor psikologis yang memperkuat keberanian pelaku untuk terus
melakukan perjudian balap liar. Selama hukum tidak ditegakkan dengan konsisten dan
berkeadilan, maka fenomena ini akan sulit diberantas secara tuntas.

F. Dampak Perjudian Balap Liar Di Wilayah Kepolisian Sektor Darul Imarah Bagi
Masyarakat Setempat

Perjudian balap liar di wilayah-hukum Kepolisian Sektor Darul Imarah menimbulkan
berbagai dampak yang cukup serius, baik dart sist hukum, sosial, ekonomi, maupun
keselamatan lalu lintas. Berdasarkan ' hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di
beberapa gampong, sebagian besar, warga mengaku resah karena kegiatan ini tidak hanya
melanggar hukum, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. \Warga menyampaikan bahwa
balap liar biasanya dilakukan pada malam hari hingga dini hari, menimbulkan suara bising
dari knalpot yang dimodifikasi, dan kerap membuat pengguna jalan lain merasa tidak
aman.>

Dari sisi hukum, masyarakat menyadari bahwa perjudian balap liar melanggar
ketentuan perundang-undangan, baik KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, maupun Qanun
Jinayat Aceh. Beberapa warga bahkan menilai bahwa pelanggaran ini telah berlangsung
cukup lama dan perlu penindakan yang lebih tegas. Mereka berharap aparat kepolisian tidak

32 |bid
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hanya menindak saat terjadi razia, tetapi juga melakukan pengawasan rutin agar para pelaku
tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama.®*

Secara sosial, warga mengungkapkan bahwa perjudian balap liar sering memicu
perselisihan antar kelompok pemuda. Ada kasus di mana keributan terjadi akibat kecurangan
dalam taruhan atau hasil balapan yang diperdebatkan. Hal ini menimbulkan ketegangan di
antara kelompok masyarakat dan kadang melibatkan pemuda dari luar wilayah Darul
Imarah. Beberapa warga juga mengeluhkan bahwa remaja yang terlibat balap liar menjadi
kurang peduli terhadap sekolah atau pekerjaan karena lebih fokus mempersiapkan balapan.
Dari segi ekonomi, masyarakat menyebutkan bahwa kerugian tidak hanya dialami oleh
pelaku yang kalah taruhan, tetapi juga oleh keluarga yang harus menanggung biaya
perawatan akibat kecelakaan. Ada warga yang-menceritakan pengalaman tetangganya
kehilangan kendaraan karenadisita polisi sebagai barang bukti, sehingga menambah beban
ekonomi keluarga. Selain (itu, usaha kecil di sekitar lokasi balap liar terkadang terganggu
karena pelanggan enggan.melintas di area tersebut saat kegiatan berlangsung.®

Dalam aspek keselamatan lalu lintas, warga menilai bahwa jalan umum yang
digunakan untuk balap liar menjadi sangat berbahaya. Kendaraan melaju dengan kecepatan
tinggi tanpa’memperhatikan pengguna jalan lain, sehingga risiko kecelakaan meningkat.
Beberapa warga bahkan memilih menghindari jalur tertentu pada malam akhir pekan karena
khawatir terjebak di lokasi balap liar. Kondisi ini memaksa aparat kepolisian untuk lebih
sering berpatroli, tetapi di sisi lain. membuat sumber daya mereka terbagi sehingga
penanganan masalah keamanan lain menjadi kurang optimal.

Temuan lapangan int menunjukkan bahwa dampak perjudian balap liar tidak hanya
dirasakan secara langsung oleh pelaku dan penonton, tetapi jugaoleh masyarakat luas. Oleh
karena itu, warga yang diwawancarai umumnya mendukung langkah penegakan hukum
yang tegas disertai pembinaan, agar masalah ini dapat ditangani secara berkelanjutan dan
tidak sekadar menjadi penindakan sesaat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan-wawancara dengan masyarakat di wilayah hukum
Polsek Darullmarah, dapat disimpulkan bahwa prakiik perjudian balap liar merupakan
fenomena yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial
yang nyata. Masyarakat yang peneliti wawancarai umumnya mengungkapkan kekhawatiran
terhadap keselamatan pengguna  jalan, gangguan Kketertiban umum, dan potensi
meningkatnya kriminalitas yang berkaitan dengan kegiatan ini. Mereka menilai bahwa
pelaku balap liar bukan hanya termotivasi oleh hobi atau adrenalin semata, melainkan juga
oleh dorongan untuk mendapatkan keuntungan cepat melalui taruhan uang. Selain itu,
masyarakat menilai upaya kepolisian sudah berjalan, seperti melakukan patroli rutin,
pembubaran ajang balap liar, serta penindakan hukum terhadap pelaku. Namun, mereka juga
menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan perjudian balap liar memerlukan

34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
%5 Wawancara dengan hamid di Lampenerut, 8-9 Agustus 2025.
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kolaborasi antara aparat, tokoh masyarakat, dan keluarga, khususnya dalam memberikan
pengawasan dan pembinaan terhadap remaja. Tanpa upaya pencegahan yang melibatkan
seluruh elemen, perjudian balap liar dikhawatirkan akan terus berulang dengan modus dan
lokasi yang berbeda. Dengan demikian, penanggulangan perjudian balap liar di Polsek Darul
Imarah harus dipandang bukan hanya sebagai tugas aparat penegak hukum, tetapi sebagai
tanggung jawab bersama demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan
masyarakat.
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